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Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tata cara pendaftaran dan pemberian 

akreditasi  ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KlP Aceh atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Tata Cara 

Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten  

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2OL4 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 



dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur darr Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran 

Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor : 240/PP.06.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

 

 Dalam Keputusan KPU Nomor : 241/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang: 

Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan 

Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

 

Catatan :  -    Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2019.  

- Lampiran 2 halaman 

    

    


